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BAB V 

 
Kesimpulan dan Saran 

 

 

5.1. Kesimpulan 

 

 
1. Berdasarkan Rancangan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi bahwa 

Kawasan Cagar Alam Ciletuh berada di Kabupaten Sukabumi dengan luas 

447 hektar. Penetapan terkait Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu sebagai 

Geopark Nasional tidak merubah status kawasan yang ada di bawahnya. 

Kemudian Kawasan Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu menjadi UNESCO 

Global Geopark ( UGG ) juga tidak memiliki dampak hukum terkait 

pengelolaan kawasan konservasi Cagar Alam Cibanteng. Geopark sebagai 

sebuah kawasan baru yang bersifat holistik berdasarkan pemaparan 

UNESCO bukan merupakan suatu jenis kawasan lindung yang baru 

sekalipun memiliki fungsi konservasi. UNESCO menegaskan segala bentuk 

perlindungan di dalam geopark baik untuk kawasan geologi, hayati, dan 

budaya tetap dilindungi berdasarkan hukum nasional yang sudah ada dan 

pengelolaanya diatur berdasarakan peraturan perundangn -undangan 

nasional.Hal ini membawa dampak tumpang tindih kewenangan dalam hal 

pengelolaan kawasan Cagar Alam Cibanteng yang ada pada BBKSDA Jawa 

Barat sebagai UPT dibawah Ditjen KSDAE dan Badan Pengelola Geopark 

sebagai subordinat dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi. Selain itu 

persebaran geosite yang terdapat di dalam kawasan Cagar Alam Cibanteng 

yang dikelola BBKSDA Jabar berakibat pada sulitnya pengembangan UGG 

Ciletuh – Palabuhan Ratu karena diperlukan persetujuan dari BBKSDA 

yang memakan waktu cukup lama. Tumpang tindih kewenangan ini dapat 

berdampak pada tidak efektifnya pengelolaan kedua kawasan tersebut.. 

 

 
 

2.  Upaya untuk dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam yang efektif 

dapt dilakukan melalui pendekatan kolaboratif selain itu koordinasi di 

dalam geopark juga merupakan hal penting mengingat konsep kawasan 
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geopark yang holistik. Terkait dengan geopark sendiri Peraturan Presiden 

Nomor 9 Tahun 2019 menekankan pentingnya pengelolaan geopark yang 

sinergis melalui pendekatan bottom – up. Hal tersebut sejalan dengan upaya 

pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan konservasi sumber daya alam 

yang efektif, sedangkan di dalam Cagar Alam sendiri Undang – Undang 

Nomor 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 

hanya sedikit ruang yang diberikan kepada pemerintah daerah dan juga 

masyarakat terkait pengelolaannya. Kebijakan tersebut memperlihatkan 

kebijakan konservasi sumber daya cenderung bersifat sentralistik dimana 

pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah yang lebih dekat dengan 

kawasan sangatlah minim dan terbatasi. Maka dari itu Upaya pengelolaan 

konservasi berdasarkan Perpres Geopark lebih efektif dibandingkan dengan 

upaya yang terdapat di dalam UU KSDAE dan PP KSA KPA. 
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5.2. Saran 

 

 

 
 

1. Berdasarkan PP KSA dan KPA kawasan cagar alam merupakan kawasan 

yang tidak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan pemanfaatan 

lainnya selain kegiatan penelitian. Dengan adanya geosite di dalam kawasan 

cagar alam cibanteng menjadikan tidak diperbolehkannya kegiatan 

pemanfaatan di area tersebut yang dapat menghambat pengembangan 

geopark sekalipun Badan Pengelola Geopark memiliki kewenangan atas 

pengelolaan dan pengembangan UGG Ciletuh – Palabuhan Ratu. Maka dari 

itu diperlukan pengkajian terkait kegiatan yang diperbolehkan di Cagar 

Alam untuk kegiatan Pendidikan dan wisata terbatas.Koordinasi 

Pengelolaan dan Sinkronisasi peraturan Kawasan Konservasi Sumber Daya 

Hayati dengan Geopark terkait dengan batasan kewenangan pengelolaan 

kawasan . 

 
2. Pendekatan bottom – up dalam pengelolaan kawasn geopark dapat dijadikan 

acuan untuk pengelolaan konservasi yang lebih efektif dengan keterlibatan 

langsung dari masyarakat dan pemerintah daerah yang memiliki 

pengetahuan lebih terkait daerahnya. Hal ini dapat dilaksanakan apabila 

dilakukan pengkajian lebih lanjut terhadap Undang – Undang Nomor 5 

Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan 

Ekosistemnya yang cenderung bersifat sentralistik dengan memberikan 

ruang yang lebih terhadap keterlibatan pemerintah daerah dan peran 

masyarakat dalam hal mengelola kawasan konservasi. 
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